Menimbang

Mengingat

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR j2 TAHUN 20193

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 - 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9

ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten
Rembang Tahun 2019-2025;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ftentang
Kepariwisataan (Lembaran HNegara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang WNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas



10.

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahann Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S673);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5262);

Peraturen Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun
2012 tenitang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-
2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
Momor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1.
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor
92);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor
127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor & Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 143);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nemer 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranghkat
Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128}

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menetapkan

dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN ;

PERATURAN DAERAH TENTANGC RENCANA  INDUK

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2019 - 2025.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2,

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah vang lebih baik vang
di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan
pengendabian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesual vyvang
dikehendalki.

Eencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Rembang vang
selanjutnya disingkat RIFFAR adalah dokumen perencanaan pembangunan
kepariwisataan Daerah Kabupaten Rembang

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai
fasilitas serta lavanan vang disediakan oleh masvarakat, pengusaha, dan
Pemenintah Daerah.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata
dan bersifat multdimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud
kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan
masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan

pengusaha.

Daerah Tujuan Wisata vang selanjutnva disebut Destinasi Pariwisata
Daerah adalah kawasan geografis vang berada dalam satu atau lebih
wilayah administratil vang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas
umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masvarakat vang saling
rerkait dan melengkapi terunijudnyva kepariwisataan,

geuﬁn:ai Pariwisata adalah Destinasi Pariwisata di Daerah vang berskala
aerah.

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten vang selanjutnva disingkat KSPK
adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memilili
potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh
penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial
dl_m budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dava dukung lingkungan
hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten vang selanjutnva disingkat
KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu
sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta
memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yvang dominan dan
melekat kuat sehagai kompanen pencitraan kawasan tersehut

F'erw?layaha.n Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah adalah hasil
pn-w}in}rqhan_ﬁ_zmhangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk
Destinasi Pariwisata Daerah, KSPK, dan KPPK.



12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20,
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22,

23,

24,

Daya Tartk Wisata adalah segala sesuatu vang memiliki keunikan,
keindahan, dan nilai vang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budava,

dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan
wisatawan.

Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana
transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayvah asal
wisatawan ke Destinasi Pariwisata Daerah maupun pergerakan di dalam
wilavah Destinasi Pariwisata Daerah dalam Kkaitan dengan motivasi
kunjungan wisata.

Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan vang
pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan
berfungsi sebagaimana semestinya.

Fasilitas Umum adalah sarana pelavanan dasar fisik suatu lingkungan vang
diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas
kehidupan keseharian.

Faszilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana vang secara khusus

ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan,

keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi
Pariwisata Daerah.

Pemberdavaan Masyarakat adalah upayva untuk meningkatkan kesadaran,
kapasitas, akses, dan peran masyarakat, haik secara individo maopon
kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan
kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan,
mengkomunikasikan, menvampaikan produk wisata dan mengelola relasi
dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisatzan dan seluruh
pemangku kepentingannya.

Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata vang saling terkait
dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan
kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya
vang dik:mhangm secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah,
swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi _-l:lar: mekanisme
operasional, vang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan
kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

isasi institusi baik di lingkungan Pemerintah
Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di hing
Daerah maupun swasta vang berhubungan dengan penyelenggaraan
kegiatan kepariwisataan,

' ' lanjutnya disingkat SDM
Sumber Daya Manusia Pariwisata Yang se .

Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung
dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang daqu.mu jasa
bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Sertifika i i a usaha dan pekerja
si adalah proses pemberian Ferttﬁkat kepad pe
iwisata untuk mendukung _menglm.tan muty produk pariwisaia,
pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.



25,

27,

28.

Wisatawan nusantara adalah wisatawan vang melakukan kegiatan wisata
dan berasal dari dalam negeri.

. Wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata

dan berasal dari luar negeri.

Industri Kreatif adalah industri vang berasal dari pemanfaatan kreativitas,
keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta
lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan dava kreasi dan
dava cipta individu.

Pariwisata Perkotaan Kreatif adalah pariwisata vang memanfaatkan potensi
perkotaan baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya
masyarakat sebagai daya tarik wisata vang mampu mengembangkan potensi
kreatif masyarakat dan wisatawan.

Meeting, Incentive, Convention, Exhibition vang selanjutnya disingkat MICE
adalah salah satu kegiatan dalam industri pariwisata yang bertujuan

merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan pertemuan, perjalanan
insentif, konvensi dan pameran.

BAB lI
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pembangunan kepariwisataan meliput ;

apop

(1)

(2

destinas: pariwisata daerah;
pemasaran pariwisata;
industri pariwisata; dan
kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 3

Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilaksanakan berdasarkan RIPPAR.

RIPPAR sebagaimana dimaksud pada ayat {1) memuat :

asas;

visi;

misi;

tujuan;

sasaran; dan

arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan
Kepariwisataan Daerah Tahun 2019-2025.

- -

Bagian Kedua
Asas, Visi dan Misi

Pasal 4

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah berasaskan pada :
a. manfaat;
b. kekeluargaan;



FErER o an

adil dan makmur;
keseimbangan;
kemandirian;
keselarasan;
kelestarian;
partsipasi;
kesejahteraan;
kesetaraan; dan
demokrasi;

Pasal 5

Visi pembangunan Kepariwizataan Daersh adalah “Teruujudnya Kabupaten
Rembang Sebagai Daerah Tujuan Wisata Yang Berdaya Saing dan Benwawasan
Rueelrygn i Jawwn Tengah®

Pasal 6

Misi pembangunan kepariwisataan daerah sebagai berikut :

A,
b.

L=

mewujudkan Kabupaten Rembang sebagai daerah tujuan wisata kualitas
unggulan;

mengembangkan kualitas dava tarik wisata sechingga memiliki nilai jual
dengan mutu pengelolaan yang semakin profesional;

mewyjudkan masyarakat wisata yang berbudi pekerti luhur melalui
pembinaan, pengembangan budaya dan pemanfaatan seni budaya baik
tradisional maupun kontemporer;

mewujudkan  kemitraan  pengelolaan pariwisata vang mendorong
berkembangnya industri pariwisata vang berdaya saing dan bertanggung
Jjawab terhadap lingkungan alam dan kehidupan masyvarakat;

mendorong perkembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu
pemgetahuan dan teknologi serta ekonomi kreatif berhasis seni dan budava;
dan

menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan ramah investasi.

Bagian Ketiga

Tujuan dan Sasaran

Pasal 7

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :

i,

b.

i

terwujudnya objek daya tarik wisata yang memiliki nilai jual dan dapat
meningkatkan jumlah kunjungan wisata;

meningkatnya pendapatan asli daerah pada umumnya dan pendapatan
masyarakat sekitar objek daya tarik wisata pada khususnya,
mengembangkan kepariwisataan yang berbasis budaya dan kemasyarakatan,
dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta memperluas
lapangan kerja dan kesempatan berussha dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masvarakat:

terwujudnya kualitas sumber daya manusia pariwisata vang handal dan
profesional;

terwujudnya kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan
pengelolaan ohjek daya tarik wisata dan budava; dan

berkembangnya seni dan budaya baik lokal maupun kontemporer.

FPasal 8

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah meliputi

.

menetapkan skala prioritas pembangunan pariwisata daerah;
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{1

{2)

(1)
12]

3]

menetapkan indikasi program pembangunan pariwisata daerah;

memberikan arahan dan strategi pembangunan pariwisata daerah; dan
memantapkan pembangunan pariwisata daerah berdasarkan 4 (empat] pilar
pariwisata vaitu destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan pariwisata.

Bagian Keempat
Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Pasal 9@

Arah pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :

a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan
dan konservasi Sumber Daya Alam (SDA);

b. berorientasi pada upava-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan
kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan:

c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik:

d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas
kabupaten /kota, dan lintas pelaku; dan

e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan swasta.

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada
avat (1) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari
setiap komponen pembangunan kepariwisataan,
Pasal 10

RIPPAR menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah,
Semua program dan kegiatan vang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan
masyarakat harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan
kepariwisataan sesuai dengan kedekatan fungsi.

RIPPAR sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan evaluasi paling
sedikit 1 {satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Pelaksanaan RIPPAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diselenggarakan
secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masvarakat,

BAB Il

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI
FARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
LImum

Pasal 12

Pembangunan destinasi pariwisata kabupaten meliputi :

moonoR

perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata daerah:

pembangunan daya tarik wisata;

pembangunan aksebilitas pariwisata;

pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan: dan

pembangunan investasi di bidang pariwisata.



Bagian Kedua
Perwilavahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 13

Perwilayvahan pembangunan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 huruf a meliputi :

a. Kawasan Pariwisata Kabupaten;
b. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten [KSPK]; dan

i

(1]

(2)

(3

Kaweasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK].

Paragraf 1

Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 14

kawasan pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf a ditetapkan dengan kriteria :

.

b.

L=

d

2,

merupakan kawasan geografis vang didalamnya terdapat kawasan daya
tank wisata daerah;

memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas
secara lokal dan regional, serta membentuk jejaring produk wisata
dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan:
memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata vang mendukung penguatan
daya saing; i

memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan  infrastriktur yang
mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkair.

ﬁzﬁdasfhagaimnm dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditetapkan dengan

b.

c.
d.

J-

k.

memiliki fungsi utama pariwisata ata i
o U potensi  pengembangan
memiliki sumberdaya pariwisata potensial un jadi '

‘ : tuk menjadi dava tarik
wisala unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal agnnm Iu:;aq
mr.-mhhl-u potensi pasar, baik skala lokal maupun khususnva regional;
Eﬂm']lﬂ pf:iﬁmdan peran potensial sehagai penggerak investasi:

emili strategis vang berperan menjaga peraai'ula
keutuhan wilayah; = "o
memiliki fungsi dan peran strategis d J i
dukung lingkungan hidup; i S e
memiliki fungsi dan peran strategis dal j

am usaha pelestarian d

pemanfaatan aset budava, j i oy
s wseohe va, termasuk didalamnya aspek sejarah dan
mlem‘Il'Ilk! kesiapan dan dukungan masyarakat:
acm:;];]:a i]-m]-:l-n ususan dari wilayah;

ra wilayah tujuan kunjungan pasar wi ama

. . wisataw.
wisatawan potensial provinsi dan nasional: dan = e
memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan

KPPK sebagai i
briteris imana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditentukan dengan

b.

memiliki  fungsi utama wi :
pariwisata; pariwisata atau potensi pengembangan
memiliki sumber d.ﬂ,}l'a Pﬂn“dﬁﬂ.m 1

; R potensial untuk menjad; -
wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara hnfa st ik
internasional: 3 nasional dan

memiliki potensi pasar skala nasional dan internasional:



memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;

e, memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan
keutuhan wilavah;

. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan dava
dukung lingkungan hidup;

g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan
pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan
kepurbakalaan;

h. memiliki kesiapan dan dukungan masvarakat;

i. memiliki kekhususan dari wilavah;

J. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional
serta internasional; dan

k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

L

Pasal 15

Perwilayahan pembangunan kawasan pariwisata kabupaten, KSPK dan KPPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksarakan secara bertahap dengan
kriteria :

a. memiliki komponen daya tarik wisata vang siap untuk dikembangkan;

b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi vang strategis;

. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan
kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun
nasional;

d. memiliki potensi tren daya tarik wisata masa depan:

e. memiliki kontribusi vang signifikan dan/atau prospek yvang positif dalam
menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara
dalam waktu yvang relatif cepat;

f.  memiliki citra yang sudah dikenal secara luas:

g- memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman daya tarik wisata di
daerah; dan

h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Paragraf 2
Arah Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Daergh, KSPK dan KPPK

Pasal 16

Araéi k-_ubijakan pembangunan destinasi pariwisata daeranh, KSPK dan KPPK

melput :

E. perencanaan p:mhgngunan destinasi pariwisata kabupaten, KSPK dan KPPK;

g Eepﬂ:gﬂjmnm p regulasi pembangunan destinasi pariwisata daerah, KSPK dan
; dan

s ?"Eﬁﬁgﬁ;ﬁ“ implementasi pembangunan destinasi pariwisata daerah, KSPK
an X

(1} Strategi untuk perencanaan pembangunan destinasi pariwisata kabupaten

menyusun regulasi tata bangunan dan tata I =
pariwisata, KSPK dan KPPK. ingkungan destinasi

(2) ntuk penegakan regulasi pembangunan destinasi pariwisata

Strategi u
daerah, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b



dilakukan melalui monitorong dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah
terhadap penerapan rencana detail Destinasi Pariwisata Daerah dan KSPK.

(3] Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan destinasi
pariwisata, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf ¢
dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah,
Pemerintah Kabupaten/Kota lain, pelaku usaha, dan masyarakat.

{4] Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail pembangunan destinasi
pariwisata daerah, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud pada avat (1]
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan Dava Tarik Wisata

Pasal 18

(1) Pembangunan dava tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan :
a. dava tarik wisata alam;
b. dava tarik wisata budayva; dan
c. dava tarik wisata hasil buatan manusia.

(2] Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada avat (1),
dilaksanakan berdasarkan prinsip :
a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;
b. pengembangan manajemen daya tarik wisata yang berkualitas dan
berdaya saing, dan
c. pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan
keberlanjutan sumber daya.

Pasal 19

Arah kebijakan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (1) meliputi :

a. perintisan pengembangan dava tarik wisata dalam rangka mendorong
pertumbuhan kawasan pariwisata kabupaten dan pengembangan daerah;

b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing
dan daya tarik dalam menarik minat dan lovalitas segmen pasar yvang ada;

c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik
dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar vang lebih
luas; dan

d. revitalisasi dava tarik wisata dalam upava peningkatan kualitas,
keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada kawasan pariwisata daerah.

Pasal 20

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19, dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya
pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan daya tarik wisata
berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk
menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dava pariwisata.

Pasal 21

(1] Strategi untuk pengembangan dayva tarik wisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf a, dengan cara :



(2]

(3

(4

(1]

(2)

(1)

(2)

a. mengembangkan daya tarik wisata baru di berbagai kawasan pariwisata;

dan
b. memperkuat upaya pengelolaan dava tarik wisata dan lingkungan.

Strategi untuk pembangunan dava tarik wisata sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 huruf b, dengan cara :

a. mengembangkan inovasi manajemen dava tarik dan kapasitas daya tarik
wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan panwisata
daerah; dan

b. memperkuat upaya konservasi potensi dayva tarik wisata dan lingkungan
dalam mendukung intensifikasi.

Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 huruf ¢, dengan cara :

a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata; dan

b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya
tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik
wisata.

Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 huruf d, dengan cara :

a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas vang menjadi nggerak
kegiatan kepariwisataan; =

b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi dayva
tarik wisata dan lingkungan: dan

¢. memperkuat upaya pengembangan daya tarik wisara perm
berbasis budaya dan sejarah, —

Pasal 22

Pembangunan dava tarik wisata sebagaimana dimak

: sud dalam Pa
dikembangkan dalam 4 (empat) KSPK vaitu : e
a. KSPK Rembang Lasem; >
b. KSPK BBS (Benang-Binangun-Sluke):
€. K3PK Sesarengan: dan i
d. KSPK Rembang Selatan.

Peta perwilayahan pembangunan da ik wi -

va tarik ta agaimana dim
pada ayat (1] tercantum dalam Lampiran | m mﬁﬁu = H‘Huud
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. bagian tidak

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 23

Pembangunan aksesibili . . .
12 huruf ¢ melipyt; :' tas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasa]

a. ed
penyediaan dan pengembangan prasarana dan SArana transportasi
b. ' I
penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan Jalan
Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
a

dimaksudkan untuk rakan
: mendukung i
dan di dalam destinasi MHEIE&T:B 5



Pasal 24

Arah kebijakan penvediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan
jalan dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1]
huruf a, meliputi :

al

(1)

(2)

(3]

pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana
transportasi sehagai simpul pergerakan yang menghubungkan pintu masuk
wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di destinasi
pariwisata daerah;

pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara destinasi pariwisata
kabupaten dengan pintu masuk wisatawan regional dan/atau nasional
maupun keterhubungan antar komponen dava tarik dan simpul-simpul
pergerakan di dalam destinasi pariwisata daerah; dan

peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan
dalam rangka meningkatkan kenvamanan perjalanan menuju destinasi dan
pergerakan wisatawan di dalam destinasi pariwisata daerah.

Pasal 25

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap
prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan
lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan perperakan wisatawan di
destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a,
meliputi peningkatan :

a. ketersedinan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada
lokasi-lokasi strategis di destinasi pariwisata daersh sesuai kebutuhan
dan perkembangan pasar; dan

b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari
pusat-pusat kegiatan pariwisata di destinasi pariwisata daerah.

Strﬂltag'[_untl_.ll-l:_ pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara
deapnam pariwisata daerah dengan pintu gerbang wisata regional dan fatau
nasional maupun l-:ct;rhuhungan antar komponen daya tarik dan simpul-
:t_mpui maka_n F{: dalam destinasi pariwisata daerah sebagaimana
ITI:I.EkI 5L am sal 24 hurufl b, meliput n ban
peningkatan : ’ P
4. jaringan transportasi penghubung antara destinasi pariwisata daerah
:eiieg;nhpmtu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun
cleriubungan antar komponen daya tarik dan  simpul-simpul
: Eergcm]é:an di dalam destinasi pariwisata daerah; dan e o
- Keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pi
: . a8 pintu gerban
wisata dan destinasi pariwisata daerah serts komponen vang ada dgi
dalamnya yang mendukung kemudahan transfer moda trans_p-unasi.

Strategi untuk peningkatan kualitas d i
: an kapasitas prasarana transportasi
.Etrlg,kl..':tﬂrl. _JBI].EIII _ dalam rangka meningkatkan kenyvamanan perjalanan
Sﬁ;el:auj]lu ﬁEEbUHnIm dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi pariwisats
se mana dimak iputi
p-eningkamnfgn sud dalam Pasal 24 huruf ¢ meliputi
a. {:Tunganl ;;annpunasi untuk mendukung kemudahan, kenvamanan dan
amatan  pergerakan wisatawan  sesuai  keby
h I;.:e;];f:mb&ngan i utuhan dan
- 1asililas persinggahan di sepanjang koridor per ] '
as | ing gerakan wisata di dal
destinasi pariwisata daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pm:;n



Pasal 26

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan
jalan, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1]
huruf a, meliputi :

a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan
wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di destinasi
pariwisata daerah; dan

b. peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka
meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan
wisatawan di dalam destinasi pariwisata daerah.

Pasal 27

(1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan
pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di
destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a,
meliputi :

a. peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan
wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di destinasi
pariwisata daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;

b. peningkatan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju
destinasi dan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata daerah
sesual kebutuhan dan perkembangan pasar; dan

c. pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi
menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata
daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

{2) Strategi untuk peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan
dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan
pgrgcrakan wisatawan di dalam destinasi pariwisata daerah sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi pengembangan dan
peningkatan kualitas :

a. kenyamanan ~moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan
wisatawan di destinasi pariwisata daerah sesuai kebutuhan dan
perkembangan pasar; dan

b. :E-Eﬂ::rmn moda par;ﬂpnrtasi untuk menjamin keselamatan perjalanan
isatawan menuju destinasi dan pergerakan wisata di I
pariwisata daerah. . 45 Centoee

Pasal 28

jt.ml;nh ﬁ:ﬁﬂﬂmﬁluﬁ?ﬁaﬁ n:lgn ﬁingembangan sistem transportasi angkutan
’ reta apl sebagaim imak ;
huruf b, meliputi : < et sud dalam Pasal 23 ayat (1)
a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan d
b bem}% jenis moda transportasi secara terpadu: dan AR, TS
- peningkatan kemudahan akses terhadap info . T
: p informasi
transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan uiml':fhﬂgm jems moda

Fasal 29

(1) Strategi untuk peningka tawan
ngkatan kemudahan pergerakan wi
Eggnan!‘natl-:a.nl beragam jenis moda transportasi 1:::3:1 L';!:?:ESH
gaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diwujudkan dalam b-entu-::

pembangunan sistem tran : ;
e . sportasi dan pelayanan terpadu di destinasi



(2]

(1)

(2]

Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai

jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi pengembangan

dan peningkatan :

a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dan
pintu gerbang wisata ke destinasi pariwisata daerah; dan

b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 30

Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 23 avat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasia dan masyarakat.

Pembangunan aksesibilitas pariwisata dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan

Fasilitas Fariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas
pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi :

b.

(1)

(2]

pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata
dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata daerah;
peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas
pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya
Em'ng destinasi pariwisata daerah serta mendukung aktifitas MICE di daerah;
an

pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas
pariwisata bagi destinasi pariwisata daerah vang sudah melampaui ambang
batas dava dukung.

Pasal 32

Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan
fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi

8. pemberian insentil untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas
umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintizan destinasi
pariwisata daerah;

b. peningkatan fasilitasi pemerintah daerah untuk pengembangan
prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif
swasta,; dan

€. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan
fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata
daerah dan meningkatkan dayva saing destinasi pariwisata daerah.

Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan
fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan
kualitas dan daya saing destinasi pariwisata daerah serta mendukung
aktifitas MICE di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b,
meliputi :

a. dorongan dan penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah

Daerah dan swasta;
b. dorongan dan penerapan berbagai skema kemandiran pengelolaan; dan



¢. dorongan dan penerapan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas
pariwisata vang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan
khusus,

(3} Strategi untuk pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas
umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata daerah yang sudah
melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 huruf ¢, meliputi .

a. penvusunan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
dan
b. dorongan penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pemberian insentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan
fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan

Pasal 34

Arah kebijakan pemberdayaan masvarakat melalui kepariwisataan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi :

a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masvarakat melalui
pembangunan kepariwisataan;

b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;

c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan
usaha produktif di bidang pariwisata;

d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong

perkembangan industri kecil dan menengah dan ussha parwisata skala

usaha mikro, kecil dan menengah vang dikembangkan masvarakat lokal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;

perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan

usaha parwisata skala wusaha mikro, kecil dan menengah vang
dikembangkan masvarakat lokal;

g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan
produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha
mikro, kecil dan menengah yvang dikembangkan masvarakat lokal;

h. peningkatan kesadaran dan peran masvarakat serta pemangku kepentingan
terkait dalam mewujudkan “sapta pesona” untuk menciptakan iklim kondusif
kepariwisataan; dan

i. peningkatan motivasi dan kemampuan masvarakat dalam mengenali dan
mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Ll ]

Pasal 35

(1) Strategi wuntuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi

masvarakat sebagrimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, melipu :

a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masvarakat
dalam pengembangan kepariwisataan;

b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan
kepariwisataan: dan

c, penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan
peran masvarakat dalam pengembangan kepariwisataan.



(2)

(3)

(4)

(3)

()

(7}

Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi :

a. peningkatan pemahaman dan |kesadaran masvarakat tentang
pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan

b. peningkatan peran masvarakat dalam perspekiifl kesetaraan pgender
dalam pengembangan kepariwisataan,

Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf ¢, melipuri !

a. peningkatan pengembangan potensi sumber dava daerah sebagai daya
tartk wigata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan
masyarakat melalui pariwisata;

b. pengembangan potensi sumber daya daerah melalui kampung wisata;

c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai
komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata daerah; dan

d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala
usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masvarakat.

Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi :

a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil
dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan
menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan
usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar
destinasi pariwisata daerah.

Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha schagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, meliputi :

a. dorongan kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan industri keeil
dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan

b. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan
Jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan
menengah dalam memenuhi standar pasar,

Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan

menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, meliputi -

a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha
paniwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber
potensi pasar dan informasi global; dan

b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam

upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan
menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan
menengah.

Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 huruf g, meliputi ;

a. pemberian insentil dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi
usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam
pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan: dan

b. pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan
industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro,
kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata daerah.



(8]

(9]

Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta

pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

huruf h, meliput :

a. peningkatan pemahaman, dan kesadaran masyvarakat tentang sadar
wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan,

b. peningkatan peran serta masvarakat dalam mewujudkan sadar wisata
bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan,

¢, peningkatan peran dan kapasitas masvarakat dan polisi pariwisata
dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan

d. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya
pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masvarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i, meliputi ;

a. pengembangan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan

b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara
kepada masyvarakat.

Bagian Ketujuh
Pembangunan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi :

a.

b.
C.

(1)

12)

(3]

peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 37

Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang

pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi :

a. upava menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan

b, dorongan investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang keuangan serta penanaman
modal.

Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata
schagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi :

&, pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan

b. pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf ¢, meliput :

a. penvediaan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata daerah;

b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan
di luar negeri; dan

¢. peningkatan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan
sektor terkait.



BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b meliputi :

pengembangan pasar wisatawan;

pengembangan citra pariwisata;

pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan

pengembangan promosi pariwisata.

Bagian kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

=R L

Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar
wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk
mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata daerah dalam dinamika
pasar global,

Pa=al 40

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan

segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi :

a. peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi
pariwisata daerah yang diprioritaskan;

b. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan
berkembang:

¢. pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan
segmen ceruk pasar;

d. pengembangan promosi berbasis tema tertentu;

e. peningkatan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata
daerah; dan

f. peningkatan intensifikasi pemasaran wisata MICE vang diselenggarakan oleh
sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 huruf b, meliputi :

a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan baik citra
pariwisata daerah maupun citra pariwisata destinasi;

b, peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata daerah yang
aman, nvaman, dan berdava saing; dan

c. penciptaan branding pariwisata daerah.



Pasal 42

(1] Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi ;
a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Dasrah merujuk pada
brand pariwisata Nasional, Provinsi, dan Daerah yang berlaku: dan
b. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata destinasi.

2] Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Daerah di antara
para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan
kepada kekuatan-kekuatan utama vang meliputi :

a. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;

b. keanekaragaman hayati alam dan budaya;

¢. ikon-ikon lain vang dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia
internasional.

(3] Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra parnwisata destinasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada kekuatan-
kekuatan utama vang dimiliki masing-masing destinasi pariwisata daerah.

(4) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata sebagai destinasi pariwisata
daerah vang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud
dalam avat (1), diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 43

Argh kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 huruf ¢ diwujudkan dalam bentuk pengembangan
kemitraan pemasaran vang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan
berkelanjutan.

Pasal 44

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis,

berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,

meliputi peningkatan :

a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata; dan

b. strategi pemasaran berbasia pada pemasaran yvang bertanggung jawab, vang
menekankan tanggung jawab terhadap masvarakat, sumber daya lingkungan
dan wisatawan.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 45

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 huruf d, meliputi :

a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di daerah; dan

b, penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata diluar daerah.

Pasal 46

(1} Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi :



penguatan fungsi dan peran promosi pariwisata di Daerah;

penguatan dukungan terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
penguatan koordinasi dan sinkronisasi Badan Promosi Pariwisata
Daerah dengan Badan Promosi Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan
Badan Promosi Pariwisata Indonesia serta seluruh pemangku

lepentingan.

plpp

(2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata

diluar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dilakukan
dengan cara penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar
Daerah melalui mekanisme kemitraan.
BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 47

Arah pembangunan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf ¢ meliputi :

a.
b

o
d.

(1]

(2]

(3]

(4

peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata;
peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha
pariwisata;

penguatan struktur usaha pariwisata; dan

penguatan kemitraan usaha pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah

dalam mendukung usaha kepariwisataan.

Pasal 48

Strategi untuk peningkatan kualitas dan keragaman produk wusaha
pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dengan cara :

a. meningkatkan dava saing usaha pariwisata; dan

b. menciptakan iklim usaha vang kondusif.

Strategi untuk peningkatan fasilitasi, regulasi, dan nsentil untuk

pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

huruf b, dengan cara meningkatkan :

a. sistermn dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata;

b. sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata; dan

c. penggunaan teknologi informasi dalam wusaha-usaha di kawasan
parwisata.

Strategi untuk penguatan struktur usaha pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 huruf ¢, dengan cara :

a. memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata; dan

b. memperkuat mata rantai penciptaan nilai.

Strategi untuk penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, dengan cara mengembangkan :

a. pola kerjasama industri lintas sektor:

b. pola kerjasama untuk keadaan darurat; dan

c. usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha
kepariwisataan.



BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 hurul d meliputi ;
a. pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 50

Arah  kebijakan pengembangan organisasi kepariwisataan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi :
A, restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan di daerah;

b. optimalisasi koordinasi antar Perangkat Daerah dan/atau dengan daerah

Kabupaten /Kota lain;

¢. optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat di daerah:

dan

d. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah daerah, swasta

dan masyarakat.

Pasal 51

(1) Strategi untuk restrukturisasi dan réposisi organisasi kepariwisataan di
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dilaksanakan

melalui reposisi urusan pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.

(4] Strategi untuk optimalisasi koordinasi antar Perangkat Daerah dan/atau
dengan Daerah Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas

sektor,

(3] Strategi untuk optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf ¢, dengan cara :

4. menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi

pembangunan Kepariwisataan melalui kemitraan swasta dan Pemerintah

Daerah: dan

b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang

pariwisata.

(4] Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah
Daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

huruf d, dengan cara :

a. memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, swasta, dan

masvarakat; dan
b. memperbaiki pelayanan kepada swasta dan masyarakat.



Bagian Ketiga
Pembangunan Sumber Dava Manusia Pariwisata

Pasal 52

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi :

S

(1)

{2

(3]

(4

(1)

(2

(3]

optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber dava manusia Pemerintah
Daerah;

akselerasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan;

standardisasi dan sertifikasi tenaga pendidilk; dan

optimalisasi kualitas sumber daya manusia industri pariwisata.

Pasal 53

Strategi untuk pembangunan kompetensi sumber daya manusia Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a. dengan cara :

a. optmalisasi kapasitas sumber daya manusia di daerah; dan

b. pemetaan kualifikasi kompetensi sumber dayva manusia di bidang
Panwisata.

Strategi untuk akselerasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dengan cara

a. penguatan institusi pendidikan pariwisata; dan

b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri
Pariwisata.

Strategi untuk standardisasi dan sertifikasi tenaga pendidik sebagaimana
dimal-:m_:d dn:'lam Pasal 52 huruf ¢, dengan cara :

8. sertifikasi profesi tenaga pendidik, guru atau dosen: dan

b. askselerasi kualitas pendidik kepariwisataan,

Strategi untuk optimalisasi kuantitas sumber day ' i
: Ya manusia pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, dengan cara :
8. perancangan jangka panjang kebutuhan sumber d '
pariwisata; R SR
h. inn‘bﬂa,an dan pengadaan sumber daya manusia di tiap kawasan wisata;
c. sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan.

BAB VII
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
Pasal 54

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi
oo, silitasi pem i
partwisata daerah atau nama lainnya. DEaatuian. B IENNT

Dalam hal Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan badan promosi

pariwisata daerah atau nama lainn a di
el va, pembentukannya ditetapkan dengan

Ketentuan lebih lanjut mengenai i
| pembentukan badan promosi Wi
daerah atau nama lainnya diatur dengan Peraturan Bupati, s



(1)

(2)

(3)

(%)

(1)

(2]

BAB VIII
INDIKATOR PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
Pasal 55

Indikator pembangunan kepariwisataan dilaksanakan sesuai dengan
tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Deserah [(RPJPD) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIJMD).

Dinas adalah penanggungiawab pelaksanaan indikator pembangurnan
kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan didukung oleh
Perangkat Daerah vang terkait.

Dalam pelaksanaan indikator pembangunan kepariwisataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

Rincian strategi, rencana dan program pembangunan kepariwisataan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2019-
2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I vang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGEMNDALIAN
Pasal 56

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
RIPPAR.

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dilakukan dengan cara :

a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam
melaksanakan RIPPAR;

b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang
kepariwisataan vang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran
pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia
kepariwisataan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a.

semua peraturan vang terkait dengan pembangunan kepariwisataan yang
telah ada dinvatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum
diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. :

semua perjanjian kerjasama yang telah dilakukan antar Pemerintah Daerah
dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengaq pgmbaqgunan
kepariwisataan di luar perwilayahan pembangunan destinasi p:ar_nu.-isata
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tetap berlaku sampai dengan
berakhirmya masa perjanjian.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58
Feraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan
Daerah ini.

Pasal 59
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang,

Ditetapkan di Eembang
pada tanggal | Desember 2010

BUPATI REMBANG,

Ay

| ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang

pada tanggal || Tesember anig
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LAMPIRAN 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR I£ TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019-2025

RINCIAN STRATEGI RENCANA DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN
2019 - 2025

A. RINCIAN STRATEGI

NO
1

1

STRATEGI
2

Strateg untuk
pembangunan Destinasi Pariwisata
Daerah, KSPK dan KPPK
sebagaimana dimaksud Pasal 15
huruf a

Strategi untuk penegakan regulasi
pembangunan Pembangunan
Destinasi Pariwisata, KSPK dan
KPPK  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf b

Strategi  untuk  pengendalian
implementasi pembangunan
Destinasi Pariwisata, KSPK dan
KPPK  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf ¢

Strategi  untuk pengembangan
Daya Tarik Wisata Alam
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf a

Strategi untuk pembangunan Dayva
Tarik Wisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf b

Etrgtcgi untuk Pemantapan Daya
Tarik Wisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf e,

perencanaan a.

URAIAN STRATEGI
3
menyusun rencana induk dan
rencana  detail Pembangunan
Destinasi Pariwisata, KSPK dan
KFPK; dan

Menyusun regulas: tata
bangunan dan tata lingkungan
Destinasi Pariwisata, KSPK dan
KPPK.

monitorong dan pengawasan oleh

Pemerintah  Daerah  terhadap
penerapan rencana detail
Destinasi Pariwisata Daerah dan
KSPK.

peningkatan koordinasi antara
Pemerintah Daerah, Pemerintah
Kabupaten/Kota lain, pelaku
usaha, dan masyarakat.

mengembangkan Daya Tarik
Wisata baru di berbagai Kawasan
Pariwisata; dan

memperkuat upaya pengelolaan

Dava Tarik Wisata dan
lingkungan.

mengembangkan inovasi
manajemen daya tarik dan
kapasitas Daya Tarik Wisata
untuk  mendorong akselerasi
perkembangan Kawasan

Paniwisata Daerah: dan
memperkuat upaya konservasi
potensi Daya Tarik Wisata dan
lingkungan dalam mendukung
intensifikasi.
mengembangkan
atau keragaman
Wisata; dan

diversifikasi
Dava Tarik
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Strategi untuk revitalisasi Daya
Tarik Wisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 hurufd,

Strategi uniuk pengembangan dan
peningkatan  kemudahan akses
terhadap prasarana transportasi
sebagai simpul pergerakan vang
menghubungkan lokasi asal
wisatawan menuju destinasi dan
pergerakan wisatawan di Destinasi
Pariwisata Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf a,

Strategi untuk pengembangan dan

peningkatan keterhubungan
antara Destinasi Pariwisata
Daerah dengan pintu gerbang

wigsata regional dan/atau nasional
maupun keterhubungan antar
komponen daya tarik dan simpul-
simpul pergerakan d1 dalam
Destinasi Pariwisata Daerah
scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf b, meliputi
pengembangan dan peningkatan:

Strategi untuk peningkatan
kualitas dan kapasitas prasarana
transportasi angkutan jalan dalam

rangka meningkatkan
kenvamanan perjalanan menuju
destinasi dan pergerakan

wisatawan di dalam Destinas
Pariwisata Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf ¢
meliputi peningkatan:

a.

memperkuat upayva penataan
ruang wilavah dan konservasi
potensi Daya Tarik Wisata dan
lingkungan dalam mendukung
diversifikasi Daya Tarik Wisata.
revitalisasi struktur, elemen dan
aktivitas vang menjadi penggerak
kegiatan Kepariwisataan;
memperkuat upava penataan
ruang wilavan dan konservasi
potensi Daya Tarik Wisata dan
lingkungan; dan

memperkuat upava
pengembangan Dava Tarik Wisata
permuseuman berbasis budaya
dan sejarah.

ketersediaan prasarana simpul
pergerakan  moda  transportasi
pada lokasi-lokasi strategis di
Destinasi Pariwisata  Daerah
ACELA] kebutuhan dan
perkembangan pasar: dan
keterjangkauan prasarana simpul
pergerakan moda transportasi
dari pusat-pusat kegiatan
pariwisata di Destinasi Pariwisata
Daerah.

jaringan transportasi
penghubung antara Desatinasi
Pariwisata Daerah dengan pintu
gerbang wisata regional dan/atau
nasional maupun keterhubungan
antar komponen daya tarik dan
simpul-simpul pergerakan di
dalam Destinasi Pariwisata
Daerah; dan

keterpaduan jaringan
infrastruktur transportasi antara
pintu  gerbang wisata dan
Destinasi Pariwisata Daerah serta
komponen vang ada di dalamnva
yvang mendukung kemudahan
transafer modal transportas).
jaringan  trensportasi  untuk
mendukung kemudahan,
kenvamanan dan keselamatan
pergerakan wisatawan sesuai
kebutuhan dan perkembangan
pasar; dan
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12

13

14

Strategi untuk pengembangan dan
peningkatan  kemudahan akses
dan pergerakan wisatawan menuju
destinasi dan pergerakan
wisatawan di Destinasi Pariwisata
Daerah sebagaimans dimaksud
dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

Strategi untuk peningkatan
kualitas SATANA  [ransporiasi
angkutan jalan dalam rangka
meningkatkan kenvamanan

perjalanan menuju destinasi dan
pergerakan wisatawan di dalam

Destinasi Pariwisata Daerah
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf b, meliputi

pengembangan dan peningkatan
kualitas:

Strategi untuk peningkatan
kemudahan pergerakan wisatawan
dengan memanfaatkan beragam
jenis moda transportasi secara
terpadu  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 huruf a

Strategi untulk peningkatan
kemudahan akses terhadap
informasi berbagai jenis moda
transportasi dalam rangka
perencanaan perjalanan wisata
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27V huruf b, meliput

pengembangan dan peningkatan:

fasilitas persinggahan di
sepanjang koridor pergerakan
wisata di dalam Destinasi
Pariwisata Daerah sesUal

kebutuhan dan perkembangan
pasar.
peningkatan  ketersediaan moda

transportasi sebagai Sarana
pergerakan wisatawan menuju
destinasi dan pergerakan

wisatawan di Destinasi Pariwisata
Daerah sesuai kebutuhan dan
perkembangan pasar;
peningkatan
kapasitas angkut moda
transportasi menuju  destinasi
dan pergerakan wisatawan di
Destinasi Pariwisata  Daerah
sesuai kebutuhan dan
perkembangan pasar; dan
pengembangan keragaman atau
diversifikasi jenis moda
transportasi menuju destinasi
dan pergerakan wisatawan di
Destinasi Pariwisata  Daerah
sesuai kebutuhan dan
perkembangan pasar.
kenvamanan modal transportasi
menuju destinasi dan pergerakan
wisatawan di Destinasi Pariwisata
Daerah sesuai kebutuhan dan
perkembangan pasar; dan

kecukupan

keamanan moda transporiasi
untuk menjamin keselamatan
perjalanan wisatawan menuju
destinasi dan pergerakan
wisatawan di Destinasi Pariwisata
Daerah.

Pembangunan sistem
transportasi  dan pelayanan
terpadu di Destinasi Pariwisata
Daerah.

ketersediaan informasi pelayanan
transportasi berbagai jenis moda
dari pintu gerbang wisata ke
Destinasi Pariwisata Daerah; dan
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17

18

Strategi  untuk pengembangan
Prasarana Umum, Fasilitas
Umum, dan Fasilitas Panwisata
dalam mendukung perintisan
Destinasi Pariwisata Daerah
sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 huruf a, melipun:

Strategi  untuk  peningkatan
kualitas Prasarana Umum,
Fasilitas Umum, dan Fasilitas
Pariwisata  dalam mendukung
pertumbuhan, meningkatkan
kualitas dan daya saing Destinasi
Fariwisata Daerah serta
mendukung akeifitas MICE di
Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:

pengendalian
Pembangunan Prasarans Umum,
F'ﬂ.Bll-liT:ﬂ-E. Umum, dan Fasilitas
F’ar!w?mtn bagi Destinasi
Pariwisata Daerah yang sudah
melampaui ambang batas dava
dukung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1}, meliputi:

Strategi  untuk pengemban

3 ¥ g.&n
potensi, kapasitas dan partisipasi
masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf a
meliputi: r

kemudahan reservasi modal
transportasi berbagai jenis modal.
pemberian insentf untuk

pengembangan Prasarana Umum,
Fasilitas Umum, dan Fasilitas
Pariwisata dalam mendukung
perintisan Destinasi Pariwisata
Daerah;

peningkatan fasilitasi Pemerintah
Daerah wuntuk pengembangan
Prasarana Umum, Fasilitas
Umum, dan Fasilitas Pariwisata
atas inisiatil swasta; dan
perintisan dan pengembangan
Prasarana Umum, Fasilitas
Umum, dan Fasilitas Pariwisata
untuk mendukung kesiapan
Destinasi Pariwisata Daerah dan
meningkatkan daya saing
Destinasi Pariwisata Daerah.
dorongan dan penerapan
berbagai skema kemitraan antara
Pemerintah Daerah dan swasta:

dorongan dan penerapan

berbagai skema kemandirian
pengelolaan; dan

dorongan dan Penerapan
Prasarana  Umum, Fasilitas

Umum, dan Fasilitas Pariwisats
yang memenuhi  kebutuhan
wisatawan berkebutuhan khusus.
penyusunan regulasi perizinan
untuk menjaga daya dukung
lingkungan; dan

dorongan penegakan

peraturan
perundang-undangan.
pemetaan potensi dan kebutuhan
Penguatan kapasitas masvarakar

dalam
pengembangan
Kepariwisataan; -z
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21

22

Strategi untuk optimalisasi
pengarusutamaan gender
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 huruf b

Strategi untuk peningkatan
potensi dan kapasitas sumber

daya lokal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 hurufe¢

Su-ategil untuk penyusunan
regulag dan pemberian insentif
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 hurufd,

Strategi untuk ngua
kemitraan rantai nilai alﬁ;rg:mm::
sebagaimana dimaksyd dalam
Pasal 33 huruf e

B

pemberdayaan  potensi  dan
kapasitas masyvarakat dalam
pengembangan  Kepariwisataan;
dan penguatan kelembagaan
masyarakat guna mendorong
kapasitas dan peran masyarakat
dalam pengembangan
Kepariwisataan.

Penguatan kelembagaan
masyarakat guna mendorong
kapasitas dan peran masvarakat
dalam pengembangan
Kepariwisataan.

peningkatan pemahaman dan
kesadaran masyarakat tentang
pengarusutamaan gender dalam
pengembangan pariwisata: dan

peningkatan peran masvarakat
dalam  perspektif kesetaraan
gender dalam pengembangan
Kepariwisataan,
peningkatan
potensi  sumber
sebagai Daya Tarik Wisata
berhasis kelokalan dalam
kerangka Pemberdavaan
Masyarakat melalui pariwisata;
pengembangan potensi sumber
daya Daerah melalui kampung
wisata;

peningkatan  kualitas  produk
industri kecil dan menengah
sebagai komponen pendukung
produk  wisata di Destinasi
Pariwisata Daerah; dan
peningkatan kemampuan
bl‘:nl.maha pelaku Upaﬂ.hn
Pariwisata skala usaha mikro,
kecil dan mencngah  yvang
dikembangkan masyarakat,
pemberian nsentif dan
!-ierrtuda.harr bagi pengembangan
industri kecil dan menengah dan
l.hlmha Pariwisata skala usaha
mikro, kecil dan menengah sesuai
dengan  ketentuan peraturan
pemndang—undangan; dan
perlindungan terhadap
kelangsungan industrd kecil dan
menengah dan Usaha Pariwisata
ﬂuﬂa E:haahg mikro, kecil dan
enen 1 sekitar inasi
etk Destinasi
dﬂl‘ﬂﬂlﬂ-ﬂ.'_l'l kKemitraan antar usaha
L{:cp:anwmmnn dengan industri
cil dan menengah dan usaha
mikro, kecil dan menengah: dan

pengembangan
daya Derah
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26

Strategi untuk perluasan akses
pasar terhadap produk ndustn
kecil dan menengah dan Usaha
Pariwisats skala wusaha mikro,
kecil dan menengah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf {

Strategi untuk peningkatan akses

dan dukungan permodalan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 huruf g,

Strategi untuk peningkatan

kesadaran dan peran masvarakat
serta  pemangku  kepentingan
terkait sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 huruf h,

Strategi untuk peningkatan
motivasi dan kemampuan
masyvarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 huruf i

peningkatan  kualitas produk
industri kecil dan menengah dan
lavanan jasa Kepariwisataan vang
dikembangkan usaha mikro, kecil
dan menengah dalam memenuhi
standar pasar.

penguatan akses dan  jejaring
industri kecil dan menengah dan
Usaha Panwisata skala usaha
mikro, kecil dan menengah
dengan sumber potensi pasar dan
informasi global; dan

peningkatan tanggung jawab
sosial dan lingkungan
perusahaan dalam Upava
memperiuas akses pasar

terhadap produk industr kecil
dan menengah dan Usaha
Pariwisata skala usaha mikro,
kecil dan menengah.

pemberian insentif dan
kemudahan terhadap akses
permodalan bagi Usaha
Pariwisata sakala usaha mikro,

kecil dan menengah dalam
pengembangan usaha sesuai
dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan; dan
pemberian bantuan permodalan
untuk mendukung
perkembangan industri kecil dan
menengah dan Usaha Pariwisata
skala usaha mikro, kecil dan
menengah di sekitar Destinasi
Pariwisata Daerah.

peningkatan pemahaman, dan
kesadaran masyarakat tentang
gadar wisata dalam mendukung
pengembangan Kepariwisataan;

peningkatan peran serta
masvarakat dalam mewujudkan
sadar wisata bagi penciptaan
iklim kondusif Kepariwisataan;
peningkatan peran dan kapasitas
masyvarakat dan polisi pariwisata
dalam menciptakan iklim
kondusif Kepariwisataan; dan
peningkatan  kualitas jejaring
media dalam mendukung upaya
Pemberdayaan Masyarakat di
bidang pariwisata.
pengembangan
sebagai

dan

. pariwisata
investasi pengetahuan:

peningkatan kuantitas dan
kualitas informasi pariwisata
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Strategi untuk peningkatan
pemberian  insentif investasi di
bidang pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf a

Strateg untuk peningkatan
kemudahan investasi di bidang
pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 huruf b,

Strategi untuk peningkatan
promosi investasi di bidang
pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 huruf c

Srategi untuk PCITAT LA PN
segmen pasar wisatawan massal
dan pengembangan segmen ceruk
pasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38

Strategi untuk peningkatan dan
pemantapan citra pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 40 huruf a,

nusantara kepada masyarakat.

upayva menarik investasi modal
asing di bidang pariwisata sesuai
dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan di bidang
keuangan; dan

dorongan investasi daerah di
bidang pariwisata sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang keuangan
seria penanaman modal.
pelaksanaan debirokratisasi
investasi di bidang pariwisata;
dan

pelaksanaan deregulasi peraturan
vang menghambat perizinan.
penvediaan informasi peluang
investasi di Destinasi Pariwisata
Daerah;

peningkatan promosi investasi di
bidang pariwisata di dalam negeri
dan di luar negeri; dan

peningkatan  sinergi promosi
investasi di bidang pariwisata
dengan sektor terkait.
peningkatan péemasaran  dan
promosi untuk mendukung
penciptaan [Destinast Pariwisata
Daerah yang diprioritaskan;

peningkatan akselerasi
pemasaran dan promosi pada
pasar utama, baru, dan
berkembang;

pengembangan pemasaran dan
promosi  untuk meningkatkan
pertumbuhan segmen  ceruk
pasar;

pengembangan promosi berbasis
tema tertentu;

peninghkatan akselerasi
pergerakan wisatawan di seluruh
Destinasi Pariwisata Daerah; dan

peningkatan intensifikasi
pemasaran wisata MICE yang
diselenggarakan oleh sektor lain.

peningkatan dan pemantapan
citra pariwisata Daerah merujuk
pada brand Pariwisata Nasional,
Provinsi, dan Daerah vang
berlaku;

peningkatan dan pemantapan
citra pariwisata destinasi.
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33

34

33

J6

37

38

Peningkatan dan pemantapan a.
pemosisian citra pariwisata Daerah

di antara para pesaing
sebagaimana dimaksud pada ayvat

(1} huruf a didasarkan kepada
kekuatan-kekuatan utama yang
meliputi:

Peningkatan dan pemantapan
pemosisian citra pariwisata
destinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b

Strategi untuk peningkatan citra
pariwisata  sebagai  Destinasi
Pariwisata Daerah yang aman,
nyaman, dan berdaya saing
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)

Strategi untuk pengembangan a.

kemitraan pemasaran terpadu,
sinergis, berkesinambungan dan
berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42, meliputi

peningkatan:

Strategi untuk penguatan dan a.

perluasan  eksistensi  promosi
pariwisata Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 huruf a,

Strategi untuk penguatan dan
perluasan  eksistensi Promosi
paniwisata Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 huruf b,

Strategi untuk  peningkatan &
kualitas dan keragaman produk
usaha Pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 huryf a,
El-EI.’lg:E.n Cara:

nilai spiritualitas dan kearifan
lokal;

keanekaragaman havati alam dan
budaya;

ikon-ikon lain yang dikenal luas
baik secara nasional maupun di
dunia intermasional.

didasarkan kepada kekuatan-
kekuatan utama yang dimiliki
masing-masing Destinasi
Pariwisata Daerah.

diwujudkan melalui promosi,
diplomasi, dan komunikasi,

keterpaduan  sinergis promosi
antar pemangku kepentingan
pariwisata; dan

strategi pemasaran berbasis pada
pemasaran yang bertanggung
jawab, yang menekankan
tanggung jawab terhadap
masyarakat, sumber dava
lingkungan dan wisatawan,
penguatan fungsi dan peran
gr::-mum' pariwisata di Daerah:
an

penguatan  dukungan terhadap
Badan Promosi Pariwisata
Daerah:

penguatan koordinasi dan
sinkronisasi Badan  Promosi
Pariwisata Daerah dengan Badan
Promosi Daerah Provinsi Jawa
Tengah, dan Badan Promosi
Pnriw:'a}slatﬂ Indonesia serta
seluruh pemangku kepentingan.
dilakukan dengan gﬂ::r.ra
penguatan fungsi dan keberadaan
promosi pariwisata di luar Daerah
melalui mekanisme kemitraan,

meningkatkan dava saing usaha
Pariwisata; dan
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42

44

45

Strategi untuk peningkatan
fasilitasi, regulasi, dan insenuf
untuk  pengembangan  usaha

Pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 huruf b, dengan
cara meningkatkan:

Strategi untuk penguatan strukiur
usaha Pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 huruf c,

Strategi untuk penguatan
kemitraan usaha Pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 huruf d, dengan cara
mengembangkan;

Strategl untuk restrukturisasi dan
reposisi organisasi Kepariwisataan
di Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 huruf a,

Strategi untuk optimalisasi
koordinasi antar SKPD dan/atau
dengan Daerah Kabupaten,/Kota
lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 huruf b,

Strategi untuk optimalisasi
organisasi Kepariwisataan swasta
dan masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 huruf e,
dengan cara:

Strategi untuk optimalisasi
kemitraan usaha Pariwisata antara
Pemerintah Daerah, swasta dan
masyarakat sehbagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 huruf d.
dengan cara:

menciptakan iklim usaha vang
kondusif;

sistermn dan skema fasilitasi untuk
usaha Pariwisata;

sistem dan skema regulasi untuk
usaha Pariwisata; dan
penggunaan teknologl informasi

dalam usaha-usaha di Kawasan
Panwisata.

memfasilitasi pembentukan
organisasi industri Pariwisata;
dan

memperkuat mata rantai
penciptaan nilai,

pola kerjasama industri lintas

sektor;

pola kerjasama untuk keadaan
darurat; dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah

dalam mendukung usaha
Kepariwisataan
dilaksanakan melalui reposisi

urusan Pariwisata di lingkungan
Pemerintah Daerah.

dilaksanakan melalui
pPErencanaan partisipatif
koordinasi lintas sektor.

menguatkan peran serta swasta
dalam meningkatkan akselerasi
pembangunan kepariwisataan
melalui kemitraan swasta dan
Pemerintah Daerah;: dan
mengembangkan dan revitalisasi
organisasi masyarakat di bidang
Pariwisata.

memperkuat sinkronisasi antara
Pemerintah Daerah, swasta, dan
masyarakat; dan

memperbaiki pelayanan kepada
swasta dan masyarakat.
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B.

Strategi untuk pembangunan
kompetensi sumber dava manusia
Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf a,

dengan cara.

Strategi untuk akselerasi kualitas
institusi pendidikan
Kepariwisataan sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 huruf b,
dengan cara:

Strategi untuk standarisasi dan
sertifikasi lenaga pendidik
schbagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 huruf ¢,

Strategi untuk optimalisasi
kuantitas sumber dava manusia
Pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 huruf d, dengan
Cara:

optimalisasi kapasitas sumber
daya manusia di Daerah; dan

pemetaan kualifikasi kompetensi
sumber dava manusia di bidang
Pariwisata.
penguatan institusi
Pariwisata; dan

pendidikan

pengembangan kerjasama antara
institusi pendidikan dan industri
Pariwisata.

sertifikasi profesi lenaga
pendidik, guru atau dosen; dan

akselerasi  kualitas  pendidik
Kepariwisataan.
perancangan jangka panjang

kebutuhan sumber dayva manusia
Pariwisata;

pemetaan dan pengadaan sumber
daya manusia di tap kawasan
Wisata; dan

sertifikasi  profesi di  bidang
Kepariwisataan.
PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
RABUPATEN REMBANG
| | INDIKATOR | STAKEHOLDER |
(NO  PROGRAM | KEGIATAN | “ipiian el e g
(1] 2 I 3 [ 4 ' 5
- 1. Meningkatkan t | Penyusunan | Tersusunnya | a. Dinas
| | Pemenuhan RIFP, RIPOW | RIPP, RIPOW Kebudayaan dan
sarana dan | dan DED i dan DED FPariwisata
‘ | prasarana Kawasan obyvek | kawasan obyek
| pariwisata | dan daya tarik | dan daya tarik
- unggulan  wisata }_wisata . -
Pembangunand Terlaksananya a. Dinas
Pengembangan | Pembangunan Kebudayaan dan
fasilitas cbyek | dan Pariwisata
| dan dava tarik Pengembangan
| wisata daerah fasilitas obyvek
| dan dava tarik .
= mwatada.ernh N |
Pengelolaan & | Terpeliharanya | a. Dinas 5
| Pemeliharaan Obyek/ dava Kebudayaan dan |
| Obyek/ Dava tarik wisata '

| Tarik Wisata

| Pariwisata

T == R




C. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

KABUPATEN REMBANG
- : STAKE |
NO  PROGRAM KEGIATAN e oni g HOLDER |
I TEEKAIT |
fot 2 3 E 5 |
. Meningkatkan | Pengadaan Brosur | Tersedianya Leaflet | a. Dinas
kunjungan dan Pemasangan | dan Booklet dan Kebudavaan :
wisata pada iklan Kebudayaan | promosi pariwisata | dan Pariwisata |
‘ | objek wisata | dan Pariwisata . dengan media cetak
| unggulan S . .
| i Pemilihan Duta Terpilihnya Duta a. Dinas
Wisata Wisata tahun 2016 | Kebudayvaan
: | dan keikutsertaan | dan Pariwisata
ke tingkat Prov.
Jateng = R
| Penyelenggaraan | Produk wisata a. Dinas
Pameran dan | Kab.Rembang lebih  Kebudayvaan
Promosi | dikenal Masyarakat | dan Pariwisata
Kebudayaan dan | luas
Pariwisata |
Penyvelenggaraan |Tem]enggara.n}-a a. Dinas
Sepeda Wisata | event Sepeda Kebudavaan
| Wisata dan Pariwisata
|
Pengelolaan | Terpeliharanya TIC | a. Dinas :
' Tourism | Kebudayaan |
Information ' dan Pariwisata
| | Center (TIC) | B |
| Pelaksanaan ' Terselenggaranya a. Dinas |
MICE Jasa Mice di Kabupaten | Kebudayvaan
Pariwisata | Rembang | dan Pariwisata
| Peningkatan Terciptanya | a. Dinas
| Kualitas Paguyuban Mas ' Kebudavaan
- Kompetensi dan Mbak dan Pariwisata |
Remaja Mbak Mas | Kab.Rembang ,
i se Kab. Rembang | sebagai Jejaring
I dalam Kegiatan :
: | Promaosi
| daerah, Prov Jateng
I Dan Nasional .
| Pelaksanaan ' Terlaksananya | a. Dinas
i Event Promosi | Pelaksanaan Event | Kebudayaan
| dan Festival - Promosi dan dan Pariwisata
| kartini  Festival kartini |
| Pelaksanaan Terlaksananya ' a. Dinas
Event Festival Pelaksanaan Event | Kebudavaan
Akhir tahun | Festival Akhir ' dan Pariwisata
. | tahun J
! Optimalisasi Terselenggaranya a, Dinas
| Pengenalan Pengenalan Ovek Kebudavaan
Wisata Pelajar wisata dan Pariwisata
- Kab.Rembang
| Penyelenggaraan | Tersedianva sarana @ a. Dinas
: pal.l-:c't—paket | dan prasarana Kebudayaan {
i | wisata dan Pariwisata |

paket-paker wisata




; Event Gema | Terselenggaranya | a. Dinas |
' Kartini Event Gema Kartini | Kebudayvaan
dan Pariwisata

Pembuatan Bahan , Tersedianya Bahan i-a."[.':fl.":‘las
Informasi Potensi | Informasi Potensi Kebudavaan

Wisata Wisata | dan Pariwisata
"Fasilitasi dan "Terpenuhinya | & Dinas
Display Anjungan | fasilitasi dan Kebudayaan
' Maerckoco | display anjungan dan Pariwisata
| Maerokoco |

D. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN KABUPATEN REMBANG

| [ INDIKATOR | STAKEHOLDER
NO| PROGRAM | KPOWTAN | capaan | TeRRAIT |
E g | 3 | T 5
Meningkatkan Pembentukan dan Terbentuknya | &. Dinas
 profesionalitas | Pembinaan | Masyarakat sadar Kebudayaan
| pelaku usaha | Kampung/Desa | wisata yang punya | dan Pariwisata
Pariwisata, | Wisata potensi u/ dikem
pemandu bangkan di berba
wisata di gai komponen
Kabupaten kepariwisataan
Rembang |__ _ e |
' Pembinaan SDM, | Terciptanya SDM a. Dinas
POKDAR WIS, dan | Pokdarwis yang Kebudavaan I
Usaha Panwisata @ berkualitas dan Pariwisata
Penyusunan Tersusunnyva paket | a. Dinas
. Paket Wisata Wisata daerah Kebudayvaan
. Daerah dan Pariwisata
Kerjasama | Terlaksananya | a. Dinas
Pengembangan Kerjasama | Kebudayaan
Pariwisata Pengembangan | dan Pariwisata
PAKUJEMBARA Pariwisata a. Dinas
| PLUS & RATU PAKUJEMBARA - kKebudavaan
| BANGNE-GORO, PLUS dan RATU | dan Pariwisata
| | BANGNEGORO. | |
Rakor usaha Terlaksananva 1- a. Dinas
Pariwisata se- Rakor usaha | Kebudayaan |
| Bakorwil | se- Pariwisata se- | dan Pariwisata
1 Prov Jateng Bakorwil | se- Prov |
’ | Jateng |
. Pertemuan ASFI Terlaksananva | a. Dinas
| Perternuan ASFI Kebudayaan
I . | dan Pariwisata
' Pertemuan Terlaksananya a. Dinas .
| Industri Pertemuan ' Kebudayaan |
Pariwisata dan | Gabungan Industri | dan Pariwisata |
Sertifikasi ' Pariwisata dan

Sertifikasi




E. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN REMBANG

1

' | ’  INDIKATOR STAKEHOLDER
NO FROGRAM | HEGI&TMTI CABAIAN | TERKAIT
' 2 3 - 4 - S
| Meningkatkan ' Rakor Rancangan | Terlaksananya a. Dinas
Kontribusi - Peratutan Rakor Rancangan Rebudavaan -
| PDRB dari  Perundangan Peraturan dan Pariwisata
sekior | Ekonomi Keratif | Perundangan Ekrafl
Pariwisata | | i |
Penyusunan Tersusunnya paket | a. Dinas
Paket Deregulasi | deregulasi Kebudayaan
Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
Sosialisasi Tersogialisasinya | a. Dinas
Kehijakan kebijakan ekraf | Kebudayaan
I Ekonomi Kreatil | dan Pariwisata :
Rakor Ekonomi | Terlaksannyva rakor a. Dinas
Kreatif, . ekonomi kreatif, Kebudavaan
| Kewirausahaan, | kewirausahaan dan |dan Pariwisata
dan Dava Saing daya saing KUKM
KUKM ,
Pembinaan dan | Terlaksananya a. Dinas
, Pelatihan ' Pembinaan dan Kebudayaan
Pengembangan Pelatihan dan Pariwisata
Ekonomi Kreatif Pengembangan
Berbasis Ekonomi Kreatif .
| Kebudayaan dan | Berbasis '
Pariwisata: Kebudayvaan dan
» | Pariwisata; -
Festival Terlaksananva a. Dinas
Pengembangan Festival  Kebudayaan
Ekonomi Kreatif | Pengembangan | dan Pariwisata |
Berbasis ' Ekonomi Kreatif |
Kebudavaan dan @ Berbasis l
Pariwisata; Kebudavaan dan i

Pariwisata, |




F. SASARAN PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN REMBANG 2019-2025

Sasaran strategis pembangunan pariwisata Kabupaten Rembang sampai dengan Tahun 2025 dituangkan dalam sejumlah indikator

pencapaian sebagail berikut;

KONDISI SAMPAI DENGAN TAHUN 2025
NO [NDIKATOR TAHURN {2018) SATUAN PESIMIS OPFTIMIS
1 [Kunjungan Wisatawan * 1.810.368 Orang 2.530.369 3.250.369
2 [Obyek Wisata vang Dikembangkan 13 Destinasi 23 24
4 [BDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif vang 23 Pokdarwis 34 37
4 Sub Sektor 14 16

Catatan :

" Angka kunjungan wisatawan dihitung berdasarkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara vang berkunjung ke Daya

Tarik Wisata

** Jumilah destinasi wisata vang dikembangkan dihitung berdasrakan destinasi wisata yang muncul dan memenuhi syarat untuk

dijadikan Dava Tarik Wisata.

“** Jumlah kelompok SDM Pariwisata dan Ekrafl yang dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan Obyek Daya

Tarik Wisata

BUPATI REMBANG,




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR [2 TAHUN 2019
TENTANCG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 - 2025

l. UMUM

Pariwisata sebagai suatu sckior penting dalam pembangunan perekonomian di
daerah, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi
vang semakin baik. Kemajuan dan kessjahteraan vang makin tinggi telah
menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup
masvarakat, dan menggerakkan ribuan manusia untuk mengenal alam dan
budayva ke kawasan-kawasan lainva sebagail destinasi pariwisata. Pergerakan
ribuan manusia selanjutnva mengerakkan mata rantai ekonomi vang saling
berkaitan menjadi industri jasa vang memberikan kontribusi penting bagi
perekonomian daerah, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat
masvarakat,
Bagi daerah, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi vang
signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai instrumen
peningkatan pendapatan daerah. Sementara dari perspekiif pembangunan
sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan
instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyvarakat, khususnva
penduduk sckitar destinasi pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kessjahteraan material
dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan
intelektual.

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata menjadi peluang yang

sangat berarti bagi daerah yang memiliki budaya vang adithung. Sektor

pariwisata menjadi industri atau sektor penting vang dapat diandalkan ke
depan untuk menjadi pilar utama pembangunan ckonomi daecrah. Dalam
konteks tersebut, maka pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara
serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-
aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran
sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Sejalan dengan perkembangan industri pariwisata yvang semakin kompetitif

dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis, maka pembangunan

kepariwisataan daerah harus didorong pengembangannya secara lebih kuat
dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan
keunggulan saing kepariwisataan daerah dalam peta kepariwisataan regional.

RIPPAR diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi

pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik vang terlibat

langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan
daerah. RIPPAR menjadi sangat penting, karena:

a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi
kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber dava manusia,
manajemen, dan sebagainva sehingga dapat tumbuh dan berkembang
secara positif dan berkelanjutan hagi pengembangan wilayah dan
kesesjahteraan masvarakat.



b. mengatur peran setiap stakeholders terkait baik lintas sektor, lintas

pelaku,

maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong

pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu

[I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Huruf &

Huruf b

Huruf c

Huriif d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata”
adalah upava terpadu dan sistematik seluruh komponen
destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan
kualitas produk dan pelavanan kepariwisataan serta
kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata,

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata”
adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka
menciptakan, mengkomunikasikan, menvampaikan produk
wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk
mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku
kepentingannyva.

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata®
adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka mendorong
penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan dava
saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha
pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan
tanggung jawab terhadap lingkungan.

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan
Kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam
rangka pengembangan organisasi kepariwisataan,
pengembangan SDM pariwisata untuk mendukung dan
meningkatkan kualitas pengelolaan dan penvelenggaraan
kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Cukup jelas.

Pasal 4
Pasal 5

Pasal 6

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas,

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pasal 1

Cukup jelas.

]

Cukup jelas

Pasal 1

1

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha” dan “masyarakat” adalah
semua unsur pelaku usaha dan masyarakat yang terkait langsung
dengan usaha pariwisata.



Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “kawasan-Kawasan
pengembangan pariwisata Kabupaten Rembang’
adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan
area tertentu secbagai suatu kawasan dengan
komponen kepariwisataannva, serta memiliki karakter
atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan
melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan
tersebut.
Fazal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Culcup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam®
adalah daya tarikk wisata vang berupa
keanckaragaman dan keuntkan lingkungan alam.
Daya tarik wisata alam vang dimaksud adalah daya
tarik alam yang berbasis potenzi keanekaragaman
dan keunikan lingkungan alam di wilavah daratan
vang berupa perairan sungai, danau/waduk, sepert
waduk pondok.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya”
adalah dava tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa
dan karsa manusia sebagai makhluk budava. dayva
tarik wisata budava selanjutnya dapat dijabarkan,
meliputi :

1. Dayva tark wisata budaya vang bersifat berwujud
(tangible), vang berupa antara lain: cagar budaya,
yvang meliputi:

a) benda cagar budava adalah benda alam
dan/atau benda buatan manusia, baik
bergerak maupun tidak bergerak, berupa
kesatuan atau k:lnmmb: atau bagian-
bagiannya, atau sisa-sisanva vang memiliki
hubungan erat dengan kebudayaan dan
sejarah perkembangan manusia, contoh:
angklung, keris, gamelan, dan sebagainya

bl bangunan cagar budaya adalah susunan
binaan yang terbuat dari benda alam atau
benda buatan manusia untuk memenuhi



Hurufc

kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak
berdinding, dan beratap.

¢] struktur cagar budaya adalah susunan
binaan wyang terbuat dari benda alam
danfatau benda buatan manusia untuk
memenuhi kebutuhan ruang kegiatan vang
menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana
untuk menampung kebutuhan manusia.

d) situs cagar budaya adalah lokasi vang berada
di darat dan/atau di air yang mengandung
benda cagar budaya, bangunan cagar budaya,
dan fatau struktur cagar budava sebagai hasil
kegiatan manusia atau bukti kejadian pada
masa lalu.

¢ kawasan cagar budaya adalah satuan ruang
geografis vang memiliki 2 (dua) situs cagar
budaya atau lebih yang letaknva berdekatan
dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang
vang khas.

2. Daya tarik wisata bersifat tidak berwujud
fintangible), vang berupa antara lain:

a] kehidupan adat dan tradisi masvarakat dan
aktifitas budaya masyarakat yang khas di
suatu area/tempat.

b) Kesenian, contoh: gamelan, wayang orang,
wayang kulit, sendratari, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil

buatan manusia® adalah daya tarik wisata khusus

vang merupakan kreasi artifisia] (artificially created)
dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar rangh
wisata alam dan wisata budaya.

Dayva Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus,

selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

1. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema,
yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi
untuk rekreasi, hiburan (entertainment) maupun
penyaluran hobi.

2. fasilitas peristirahatan terpadu (integrated resort),
yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen
pendukungnya vang membentuk kawasan
terpadu,

3. fIasilitas rekreasi dan olahraga.

Ketiga jenis daya tarik wisata tersebut dapat

dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub

jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain:

al wisata kreatif [creative tourismy},

b) wisata kuliner (culinary tourism;

€} wisata budaya (cultural tourism ;

d} wisata sejarah (heritage tourism);

e] wisata pendidikan {educational tourism);

fl wisata massal {mass tourism);

8 wisata pertemuan, perjalanan insentif,
konferensi dan pameran (meeting, incentive,
convention, and exhibition tourismyj;

h] wisata kesehatan (medical tourism/wellness
tourismj;

i} wisata alam (nature-based tourism);



il wisata religi (religious tourism/pilgnmage
tourism);

k) wisata budava kekinian (pop culture tounsm);

[} wisata desa [rural tourismj;

m) wisata olahraga (sport tourismj;

n} wisata kota {urban tourismi;

o) wisata relawan (volunteer tourism|; dan

pl wisata belanja (shopping tourism)

Avat (2)

Pasal 19

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perintisan Pengembangan Daya Tarik
Wisata” adalah upaya pengembangan vang dilakukan dengan
membuka dan membangun dayva tarik wisata baru di
desatinasi pariwisata yang belum berkembang
kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang
pasar vang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Dava Tarik Wisata®
adalah upava pengembangan wyang dilakukan dengan
meningkatkan kualitas daya tarik wisata yang sudah ada
dalam upava meningkatkan minat, dan loyalitas segmen
pasar vang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah
daya tarik wisata vang sudah ada atau pengembangan ke
lokasi baru berdasar pada inti fnucleus) yvang sama. misalnya:
daya tarik wisata dengan fasilitas wisata religi dan studi
apiritual, dan sebagainya.

Hurufec

Yang dimaksud dengan “Pemantapan Daya Tarik Wisata®
adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan
menciptakan dava tarik wisata baru vang memiliki jenis
berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.
contoh: penambahan pada objek vang sudah ada dengan
aktifitas outbond dan sebagainya.

Huruf d

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “Revitalisasi Daya Tarik Wisata"
adalah upaya pengembangan vang dilakukan dengan
perbaikan kondisi dan kualitas daya tarik wisata vang ada
vang mengalami degradasi dalam upava menjaga
keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing
produk untuk menarik pangsa pasar yvang sudah ada
maupun peluang pasar wisata baru.

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Fasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Huruf a

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pintu masuk wisatawan® adalah

tempat keluar masuk bagi wisatawan ke sualu daerah tujuan

wisata.

Cukup jelas.



Hurufc

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi :
1. jaringan listrik dan lampu penerangan;

2. jaringan air bersih;

3. jaringan telekomunikasi: dan

4. sistemn pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum" meliputi:

1. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap
bencana (early warning system) di destinasi yvang rawan bencana;

2. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri
(ATM) dan tempat penukaran uang (money changer);

3. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat)
jam (drug store], warung internet, telepon umum, sarana
penitipan /penyimpanan barang (public locker);

4. [asilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan
fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;

3. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu
(laundry), dan tempat sampah:

b. lasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia:

7. fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (rest areq), fasilitas
bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki
(pedestrian);

8. fasilitas lahan parkir: dan

9. fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata” meliputi:

L. fasilitas akomodasi:

2. fasilitas rumah makan:

3. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan
keimigrasian, pusat informasi pariwisata (tourism information center],
dan e-fourism kiosk;

4. polisi pariwisata dan satuan tUgas wisata;

. toko cinderamata (seuvenir shop);

6. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata
(tourism sign and posting).

Pasal 32

Ayat (1]
Huruf a
Yang dimaksud dengan "insentif® adalah kemudahan
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain
berupa keringanan pajak dan retribusi daerah,
fasilitas pendukung, maupun kemudahan perizinan,



Huruaf b

Ayat {2

Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Huiruf ¢

Ayat (3)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “wisatawan berkebutuhan
khusus" adalah  wisatawan dengan  suatu
keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus,
seperti : wisatawan berusia lanjut, penyandang
disabilitas, dan sebagainya.

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Huruf b

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah
strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi
dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi,

Hurufc

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai
: : al usaha” adalah
];p:nrim!;kam kemitraan antarbidang usaha H-:panwiaataa:: §
. wisata merupakan kegiatan vang memiliki keterkaitan
intas sektor dan lintas skala usaha, Berkembangnva kegiatan
p::hmuatu akan ‘menggerakkan berlapis-lapis mata ranta
“fek a yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan
e h:kf’““m'. multi ganda fmultiplier effect) yang akan
memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi
I;:EIEIE'I]I_.LE.I Ipihak yang terkait dalam mata rantaj usaha
pariwisataan tersebut. Dampak ekonomi mult ganda
ﬂw akan menjangkau baik dampak langsung, dampak
: % gdaung mnt;;p;n dampak ikutan yang pada umumnya
erkait dengan usaha skala kecil dan mene
usaha-usaha di sektor huly, se i pertani Ry
: rti
peternakan dan sebagainyva. e ok,

Huruf f

Cukup jelas,

Hl.lil'ufg

Cukup jelas.

Huruf h

Y | &
ang n::im:jau: dengnln sapta pesona” adalah 7 {tujuh) unsur
meﬂ.ng kg dg arus dri:m_rudl-ran bagi terciptanya lingleun
Ktpariwi;t::: d#m‘ e Mhscitess i kﬂﬁaﬁnﬂ
: ! suatu t
minat wisatawan untuk barkuemp:;u::'ria;g R



Ketujuh unsur sapta pesona vang dimaksud di atas adalah;
1} aman;

2) tertib;

3) bersih;

4] sejulk;

5) indah;

6) ramah tamah; dan

7) kenangan.

Hurufi

Pasal 35

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif investasi® adalah
kemudahan vang diberikan oleh Pemerintah kepada investor
berupa keringanan baik itu pajak. fasilitas pendukung,
MAaupun pengurusan investasi,

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Pasal 39

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (mass
markef) adalah jenis wisatawan yvang datang secara berombongan
dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif
singkat.
Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (niche market) adalah
jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang
berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal
relatif panjang.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu”
adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu
yang aeh:ll.:iai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti:
wisata ava, wi iri
_— va, wisata spintual, dan sebagainya.
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “pemasaran vang diselenggarakan
oleh qeh_:tnr lain" adalah pemasaran yvang berkaitan dengan
Kepariwisataan yvang dilakukan oleh lembaga lain sesuai
dgnganmrugaluh da.n fungsinya, misalnva pemasaran Vang
dilaku oleh instansi atau lem ] ' i P
st baga lain baik dari Pusat



Pasal 41
Huruf a

Huruf b
Huruf ¢

Pasal 42
Avat (1)

Ayat (2)

Ayat (3]
Ayat (4)

Pasal 43

Yang dimaksud dengan “citra pariwisata Daerah” adalah
pencitraan pariwisata yvang berbasiskan pada pencitraan
Daerah sebagai tujuan wisata.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Contoh komunikasi untuk peningkatan citra pariwisata
adalah memberikan tanggapan vang proporsional terhadap
pemberitaan negatif mengenai pariwisata Indonesia, seperti
isu teroris dan sebagainva.

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Fasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas,

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “struktur usaha pariwisata™ adalah
kumpulan usaha pariwisata vang saling terkait dalam rangka
menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan
kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Huraf d

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “Usaha Mikro® adalah usaha
produktif milik orang perorangan dan/atay badan usaha
perorangan yang memenuhi  kriteria  Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Yang dimaksud dengan “Usaha Kecil” adalah usaha ekonomi
preduktifl yang berdiri sendiri, vang dilakukan oleh OTANg
perorangan atau badan usaha vang bukan merupakan anak
p-Fruaahla.an atau bukan cabang perusahaan vang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar vang
memenuhi kriteria Usaha Keeil sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentan Usah
Kecil dan Menengah. a siad

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.



Pasal 50

Cukup Jelas
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup Jelas
Pasal 54

Cukup Jelas
Pasal 55

Cukup Jelas,
Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup Jelas
Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
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